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WILDAN SAIFULLAH (B 111 10 146) “Analisis Yuridis Terhadap 
Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Dalam Menetapkan Tarif 
Angkutan Darat di Kota Makassar”. Dibimbing oleh Achmad Ruslan  
selaku pembimbing I, dan Zulfan Hakim selaku pembimbing II.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis 
pemerintah kota dalam penetapan tarif angkutan darat di kota Makassar 
dan efektifitas pada pelaksanaan penetapan tarif angkutan darat di Kota 
Makassar.  
Penelitian dilakukan di kota Makassar pada Institusi Dinas 
Perhubungan Kota Makassar, Organda (Organisasi Angkutan Darat), 
termasuk lembaga legislatif DPRD Kota Makassar, dengan metode 
penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian 
lapangan dan studi kepustakaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penentuan tarif angkutan 
darat di kota Makassar selain diatur dalam peraturan Walikota Nomor 14 
Tahun 2002, Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan 
teknis dengan memperhatikan keberadaan Surat Keputusan 687 Tahun 
2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat, Selain itu untuk 
menunjang efektivitas tranportasi darat pemerintah kota Makassar dalam 
penetapan tarif angkutan darat juga mempertimbangkan faktor-faktor lain 
diluar dari variabel hukum seperti keseimbangan antara pertumbuhan 
jumlah kendaraan dengan volume jalan. Diharapkan agar pemerintah kota 
Makassar dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang 
transportasi darat membutuhkan regulasi atau peraturan daerah yang 
baru sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta mampu 
mendukung pembenahan jalur transportasi darat yang juga mengatur hal-
hal yang sifatnya teknis. Pemerintah kota Makassar diharapkan mampu 
membenahi masalah mendasar seperti penyediaan jalur alternatif untuk 
kelancaran transportasi darat dan menyediakan transportasi massal yang 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar belakang masalah  
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi 
“Indonesia adalah Negara hukum’’. Secara gramatikal pasal tersebut 
menegaskan sebuah doktrin bahwa Indonesia adalah negara hukum. 
Negara Hukum atau biasa dikenal dengan istilah rechstaat, selain itu ada 
juga yang memberikan predikat dengan istilah rule of law. Teori negara 
berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah 
‘supreme’ dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau 
pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada 
kekuasaan di atas hukum (above the law), semuanya ada di bawah 
hukum (under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada 
kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau 
penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).1  
 Status negara hukum ini kemudian meniscayakan semua bentuk 
kebijakan atau keputusan para aparatur negara harus memiliki dasar 
hukum. Pertimbangan secara yuridis ini merupakan konsekuensi logis 
yang tidak boleh dinafikkan. Selain itu hubungan antara lembaga negara 
juga merupakan sebuah diskursus dalam keilmuan hukum khususnya 
pada persoalan ketatanegaraan. Mulai dari pembatasan kekuasaan, 
                                                          
1 Romi Librayanto. 2008. “Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. 




penyelenggaran kekuasaan negara sampai pada persoalan hubungan 
kewenangan antara lembaga negara merupakan objek pembahasan yang 
harus tuntas dalam dinamika ketatanegaraan. Masalah ini merupakan 
karakteristik dari doktrin negara hukum “rechstaat”. Antara istilah rechstaat 
dan rule of law pada hakikatnya sama-sama membahas tentang masalah 
pembatasan kekuasaan walaupun ada perbedaan dari latar belakang 
sejarah dan pengertian yang berbeda. Pembatasan kekuasaan yang 
dilakukan oleh hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham 
konstitusioanlisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga 
disebut sebagai negara konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, 
konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau 
constitusional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam 
konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat 
disebut pula constituional democrasy yang dihubungkan dengan 
pengertian negara demokrasi yang juga harus berdasarkan pada aturan 
hukum.2 
 Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang 
biasa disebut rechstaat, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai 
salah satu ciri pokok negara hukum. Ide pembatasan kekuasaan itu 
dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan 
negara terpusat atau terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan 
Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun. Bagaimana 
                                                          
2 Jimly Asshiddie. 2009. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”. Jakarta : PT Raja Grafindo 




kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak 
pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya kontrol yang jelas agar 
kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan 
rakyat. Bahkan, ketika kekuasaan Raja itu berhimpit pula dengan paham 
teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, Maka doktrin 
kekuasaan para raja akan berkembang semakin absolut. Kalau demokrasi 
dikenal dengan adagium “vox populi vox dei” suara rakyat adalah suara 
Tuhan, maka  dalam paham teokrasi suara dan kehendak raja identik 
dengan suara dengan suara dan kehendak Tuhan.  
 Dalam sejarah, kekuasaan Tuhan yang menyatu dalam kemutlakan 
kekuasaan Raja ini dapat ditemukan dalam semua peradaban umat 
manusia, mulai dari peradaban Mesir, peradaban Yunani dan Romawi 
kuno, peradaban Cina, India, serta pengalaman bangsa eropa sendiri di 
sepanjang sejarah masa lalu hingga munculnya gerakan sekularisme 
yang memisahkan secara tegas antara kekuasaan negara dan kekuasaan 
gereja. Upaya untuk mengadakan pembatasan kekuasaan terhadap 
kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya gerakan 
pemisahan antara kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta serta 
pimpinan gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan 
mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal 
kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan 
pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-




pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu 
adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya, yaitu cabang-cabang 
kekuasaan negara yang dibagi atas cabang kekuasaan legislatif, cabang 
kekuasaan eksekutif atau administaratif, dan cabang kekuasaan yudisial.  
 Inti dari pemikiran Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” 
(1748) yang mengikuti jalan pikiran Jhon Locke, membagi kekuasaan 
negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat 
Undang-undang (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) 
kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu 
inilah dikenal pembagian kekuasaan negera modern dalam tiga fungsi, 
yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or 
adminitration function), dan yudisial (the judicial function). Pemikiran 
Montesquieu terinspirasi dari potret pemerintahan Inggris bahwa 
kebebasan warga inggris bersandar pada dua dukungan utama: 
‘pemisahan’ mendasar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, dan 
perpaduan antara monarki, aristokrasi,dan demokrasi raja, bangsawan 
dan orang banyak. Hal ini kemudian yang memiliki pengaruh yang kuat 
dalam sistem ketatanegaraan di belahan negara manapun di dunia.3  
 Teori yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam hal pembatasan 
kekuasaan ini tidak hanya fokus pada pemisahan kekuasaan (separation 
of powers) tetapi juga pada pembagian kekuasaan (distribution of 
powers). Hans Kelsen dalam menjelaskan konsep pemisahan kekuasaan 
                                                          
3 Montesquieu, 1977. “The Spirit Of Laws” Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik, diterjemahkan 




menunjuk pada prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa 
ketiga bidang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat 
ditentukan sebagai funsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, 
dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang 
memisahkan masing-masing fungsi yang lain, tetapi dalil ini tidak 
dilahirkan dari fakta. Hans Kelsen menegaskan bahwa fungsi dasar 
negara bukan tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan 
(pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan 
melainkan disusun secara berjenjang (super-ordinasi dan sub-ordinasi).4  
Pada permasalahan ini kemudian kita akan menganalisa relevansi 
antara pembatasan kekuasaan dengan topik yang diangkat dalam hal 
kewenangan pemerintahan daerah. Pada tataran teoritis ini kemudian 
praktik penyelenggaran negara menjadikan pembagian kekuasaan 
(distribution of powers) sebagai landasan filosofis, bahwa pada struktur 
pemerintah ada posisi atas bawah (hierarkis). Ada pemerintah pusat ada 
pemerintah daerah, walaupun sebagian pakar hukum tata negara menolak 
eksistensi keberadaan pemerintah daerah dengan alasan bahwa dalam 
Undang-undang tidak ada satupun redaksi kata “pemerintah” yang ada 
adalah “pemerintahan” yang secara gramatikal lebih mengarah kepada 
proses penyelenggaraan negara bukan permasalahan eksistensi.  
 Penyelenggaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
pada dasarnya pada hakekatnya memang bukanlah sesuatu yang 
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berbeda. Dalam artian bahwa jenjang pemerintahan tersebut sifatnya 
hanya pada permasalahan struktural, akan tetapi seiring dibukanya keran 
otonomi daerah yang begitu luas maka daerah berdasarkan asas 
desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 
2014 memiliki kewenangan untuk mengurusi urusan rumah tangganya 
sendiri. Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di 
daerah harus bersesuaian dengan program yang dicanangkan oleh 
pemerintah pusat, terlebih dengan daerah yang menyandang status 
sebagai daerah otonomi khusus. Hal ini tentu merupakan sebuah 
dinamika yang menarik untuk dicermati dalam ketatanegaraan kita 
bagaimana hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Tentunya 
dalam perkembangan keilmuan hukum yang semakin maju, maka 
diharapkan diskursus tentang masalah ketatanegaraan tetap menjadi 
salah satu wacana menarik khususnya bagi para ilmuwan hukum.5  
 Secara garis besar Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap 
daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam 
menjalankan kewenangannya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap 
bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap 
kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam internal pemerintahan 
                                                          





itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapai tujuan yang sudah 
ditetapkan.  
 Pada pembahasan ini yang menjadi objek kajian adalah 
kewenangan pemerintahan daerah pada hal yang sifatnya lebih spesifik. 
Pemerintahan kota makassar dalam hal kewenangan dalam penentuan 
tarif angkutan darat. Transportasi sebagai salah satu sektor penting dalam 
menunjang jalannya roda perekonomian tentu hal ini merupakan salah 
satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah kota Makassar. 
Menyinggung masalah angkutan darat tentu erat kaitannya dengan sektor 
transportasi. Sektor transportasi adalah sebuah sektor yang menjadi 
tulang punggung bagi perkembangan ekonomi sebuah negara. Melalui 
sektor transportasi maka ekonomi bergerak secara dinamis dari waktu ke 
waktu. Sistem transportasi yang baik akan memiliki pengaruh besar 
terhadap upaya mendorong ke arah tumbuhnya ekonomi yang efisien dan 
berdaya saing. Sebaliknya sistem perhubungan yang buruk dari sebuah 
negara juga akan sangat berpengaruh terhadap munculnya ekonomi biaya 
tinggi di negara tersebut.6 
  Wilayah kota Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia timur 
tentu menjadi sentral perekonomian di Indonesia timur. Makassar menjadi 
pusat bagi pembangunan di Indonesia timur, maka semua aspek 
pembangunan di Makassar tentu menjadi sorotan mulai dari kinerja 
lembaga pemerintahan, struktur, kultur, sampai pada regulasi dalam hal ini 
                                                          




peraturan daerah akan menjadi titik perhatian dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Hal ini merupakan suatu hal yang bisa dijadikan acuan 
atau contoh dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintahan.  
Menyinggung masalah sektor perhubungan tentu sangat erat 
kaitannya dengan masalah transportasi dalam hal ini penetapan tarif 
angkutan darat yang merupakan salah satu variabel penting yang ikut 
menentukan efesien tidaknya sistem transportasi di suatu daerah. 
Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan transportasi, karena 
akibat pertumbuhan ekonomi maka mobilitas seseorang meningkat dan 
kebutuhan pergerakannya pun menjadi meningkat melebihi kapasitas 
prasarana transportasi yang tersedia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Di satu sisi 
transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu 
daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu 
daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat 
tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat 
maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu 
lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk 
mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.7  
Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi 
mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, 
dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem 
                                                          




transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau 
terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat 
dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. 
Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa 
transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi. Untuk 
mewujudkan hal tersebut dari sisi hukum tentu peranan lembaga 
pemerintahan merupakan hal utama. Secara kualitatif dibutuhkan 
efektifnya kewenangan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota 
Makassar dalam mengatur masalah ini, salah satunya adalah dalam hal 
bagaimana menentukan atau menetapkan tarif angkutan darat di kota 
Makassar. Kewenangan pemerintah kota Makassar khususnya dinas 
perhubungan yang secara fungsional diamanatkan oleh Undang-undang 
untuk mengatur masalah ini memiliki sinergitas dengan lembaga lain yang 
ikut berwenang atau bisa berpartisipasi dalam penentuan tarif angkutan 
darat di kota Makassar.  Secara teoritis kontribusi pemerintah kota 
Makassar dalam hal ini lembaga eksekutif, Walikota bisa memberikan 
kontribusi melalui peningkatan kinerja dinas perhubungan bekerjasama 
dengan lembaga legislatif (DPRD Kota Makassar), Organda (Organisasi 
Angkutan Darat) dalam menentukan tarif angkutan darat yang efektif dan 
efisien.  
Dari pemaparan fakta di atas yang menjadi pokok permasalahan 
adalah bagaimana peranan lembaga pemerintahan dalam penetapan tarif 




fluktuatifnya harga bahan bakar minya karena disandarkan pada 
mekanisme pasar sehingga berakibat tarif angkutan darat juga ikut 
fluktuatif, selain itu faktor berkurangnya penumpang dan biaya operasinal 
yang semakin tinggi karena harga onderdil juga ikut naik. Hal ini 
menimbulkan munculnya beragam keluhan dari masyarakat sebab 
terkadang para pengusaha pelayanan jasa angkutan menaikkan tarif 
angkutan sebelum ada keputusan dari pemerintah. Atas dasar itu 
kemudian penulis melihat suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji. 
Atas dasar itu kemudian penulis mengangkat suatu kajian ilmiah dalam 
bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar  dengan judul: 
 “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Makassar 
Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat Di Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana landasan yuridis pemerintah kota pada penetapan tarif 
angkutan darat di kota Makassar ? 
2. Bagaimana efektivitas pada pelaksanaan penetapan tarif angkutan 
darat di Kota Makassar ?  
C. Tujuan penelitian 
1. Untuk menegetahui landasan yuridis pemerintah kota pada 
penetapan tarif angkutan darat di kota Makassar.  
2.  Untuk mengetahui efektifitas pada pelaksanaan penetapan tarif 




  D. Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara 
lain: 
1. Dapat menjadi masukan ataupun rujukan baik secara teoritis 
maupun praktik bagi para pihak khususnya pemerintah kota 
Makassar dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah 
dalam penetapan tarif angkutan darat di Kota Makassar.   
2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk 
memahami perkembangan penyelenggaran pemerintahan 
khususnya di kota Makassar.  
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, 














A. Karakteristik Hukum Tata Negara 
 Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata 
negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara 
Umum membahas asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, 
sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata 
negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sesuai 
dengan pengertian hukum positif. Misalnya, hukum tata negara negara 
Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara 
Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang 
bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif. Sementara 
itu, prinsip-prinsip teoritis yang berlaku umum atau universal di seluruh 
negara tersebut adalah merupakan materi kajian Hukum Tata Negara 
Umum atau disebut sebagai Hukum Tata Negara saja.8 
 Kadang-kadang dalam istilah Hukum Tata Negara Indonesia juga 
mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu (i) hukum tata negara positf yang 
sedang berlaku di Indonesia dewasa ini, dan (ii) berbagai kajian mengenai 
hukum tata negara Indonesia di masa lalu dan yang akan datang, 
meskipun belum ataupun sudah tidak berlaku lagi sebagai norma hukum 
positif. Oleh karena itu, kita dapat membedakan pula antara Hukum Tata 
Negara sebagai Ilmu Hukum (the science of constitutional law) dan Hukum 
                                                          




Tata Negara sebagai Hukum Positif (the positive constitutional law). Jika 
hal ini ditambahkan kepada kedua unsur bentuk (vorm) dan isi (inhoud) 
seperti dikemukakan diatas, Hukum Tata Negara yang kita bahas di sini 
dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu9: 
a. Hukum Tata Negara Umum yang berisi asas-asas hukum yang 
bersifat universal; 
b. Hukum Tata Negara yang berisi asas-asas yang berkembang dalam 
teori dan praktik di suatu negara tertentu, seperti misalnya Indonesia; 
c. Hukum Tata Negara Positif yang berlaku di Indonesia yang mengkaji 
mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia. 
 Pada umumnya, aspek hukum tata negara yang kebanyakan 
mewarnai pemikiran para ahli hukum tata negara kita seperti yang 
tercermin dalam berbagai buku yang diterbitkan dan menjadi bahan 
bacaan di berbagai buku yang diterbitkan dan menjadi bahan bacaan di 
berbagai perguruan di Indonesia adalah yang disebutkan terakhir, yaitu 
Hukum Tata negara positif. Sudah tentu hal ini tidak ada salahnya karena 
nyatanya pada aspek ketiga ini, buku-buku yang ditulis dan diterbitkan 
juga terbilang masih sangat sedikit. Namun demikian, jika semua semua 
ahli hukum tata negara di tanah air kita hanya terpaku kepada fenomena 
hukum tata negara positif saja, kita sebagai bangsa akan ketinggalan 
zaman di bidang ini. Sekarang dunia sudah sangat pesat berubah. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi di semua cabang dan rantingnya juga 
                                                          




bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam 
bidang ilmu hukum tata negara, tidak terkecuali, juga telah mengalami 
perubahan yang fundamental di era globalisasi sekarang ini. Oleh karena 
itu, teori-teori umum tentang  hukum tata negara yang berkembang di 
dunia juga penting untuk diikuti dengan seksama oleh para sarjana 
hukum, khususnya oleh para ahli hukum tata negara kita. Oleh karena itu, 
sudah itu saatnya, studi hukum tata negara di berbagai hukum tata negara 
diberbagai fakultas hukum di tanah air hendaklah mengembangkan ketiga 
aspek hukum tata negara tersebut secara bersama-sama dan seimbang. 
 Kita tidak boleh membiarkan bidang hukum tata negara hanya 
dikembangkan sebagai ilmu kata-kata dan upaya pengkajian terhadap 
konstitusi dipersempit hanya sebagai studi tentang perumusan kata-kata 
dalam pasal-pasal konstitusi belaka. Hukum Tata negara, pertama-tama 
haruslah dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan hukum yang bersifat 
universal. Setelah itu, Hukum Tata Negara baru dapat dipahami sebagai 
persoalan hukum dan konstitusi yang tumbuh dalam praktik 
ketatanegaraan Indonesia dari waktu ke waktu sehingga untuk selajutnya 
dapat pula dimengerti sebagai persoalan hukum positif di negara kita yang 
berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  
Di sisi lain, istilah “Hukum Tata Negara” identik dengan pengertian 
“Hukum Konstitusi” sebagai terjemahan dari Constitutional Law (Inggris), 




Verfassungsrecht (Jerman). Dari segi bahasa, Constitutional Law memang 
biasa diterjemahkan menjadi “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum 
Tata Negara” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang 
dipakai adalah Constitutional Law, oleh karena itu, Hukum Tata Negara 
dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari 
“Hukum Konstitusi”10.  
Teori Hukum Tata Negara mulai mendapat perhatian dan 
berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. 
Salah satu arus utama dari era reformasi adalah gelombang 
demokratisasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntutan-
tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma 
penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan 
antara negara dengan warga negara. Demokrasi pula yang 
memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk mengkaji 
berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur 
ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntutan tersebut. Tuntutan 
perubahan sistem perwakilan diikuti dengan munculnya perdebatan 
tentang sistem pemilihan umum (misalnya antara distrik atau proporsional, 
antara stelsel daftar terbuka dengan tertutup) yang paling kontemporer 
adalah pemilihan umum serentak yang akan mulai dilkasanakan tahun 
2019.  Struktur parlemen (misalnya masalah kamar-kamar parlemen dan 
keberadaan DPD). Tuntutan adanya hubungan pusat dan daerah yang 
                                                          





lebih berkeadilan diikuti dengan kajian-kajian teoritis tentang bentuk 
negara hingga model-model penyelenggaraan otonomi daerah.11 
Sistem ketatanegaraan kita khususnya Indonesia salah satu yang 
hal paling menjadi sorotan adalah masalah pendistribusian kewenangan 
dengan dibukanya akses otonomi daerah yang semakin luas. Otonomi 
daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi memberikan 
kewenangan kepada daerah yang luas untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri. Otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari 
perkembangan ketatanegaraan, di mana Indonesia pada masa orde baru 
masih menganut sistem dekonsentrasi. Pada Pasal 1 Ayat 9 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan UU No. 32 Tahun 20014, 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau 
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan 
pemerintahan umum.  
B. Otonomi Daerah  
Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan mengakui dan 
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
                                                          




perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi masih banyak hal 
yang perlu dibenahi dalam keragaman tersebut. Indonesia sebagai 
sebuah negara dengan keberagaman suku, bahasa, budaya tentunya 
sangat rentan dengan isu-isu yang bisa membuat keragaman tersebut 
menjadi bumerang. Isu perbedaan etnis, suku, bahasa tentu 
membutuhkan sebuah formulasi dalam meredam perbedaan dalam 
keanekaragaman tersebut.  
Pancasila sebagai nilai luhur harus diinternalisasi sebagai nilai 
sejak dini. Cara pandang kita dalam melihat ragam perbedaan harus 
berada dalam bingkai pluralitas, sebab perbedaan adalah sebuah 
keniscayaan universal.12 Kemajemukan beragam suku bangsa sehingga 
Indonesia kemudian dikenal sebagai nation state, dalam artian bahwa 
Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa. 
Atas dasar itu kemudian Indonesia sebagai sebuah negara suku bangsa 
harus menjaga keharmonisan di tengah etnisitas budaya dan suku 
bangsa.  
Pengertian otonomi daerah haruslah ditinjau dari sisi yuridis. Dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi 
derah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 
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Sedangkan menurut sebagian ahli hukum tata negera mendefinisikan 
otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
juga mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Sesuai 
dengan penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa 
pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan 
kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang lebih luas, nyata dan 
bertanggungjawab. Hal ini tentu merupakan sebuah keniscayaan yang 
mesti dicapai dalam kehidupan bernegara.13 
  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah 
kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.14 
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan 
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.Pemerintahan daerah 
provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 
demokratis.15 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan 
kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan 
hal yang penting untuk dicermati mengingat bahwa terkadang muncul 
konflik kewenangan antara pemerintah di tingkat dengan daerah dan 
pusat. 
  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945. 
1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah 
Provinsi dan DPRD Provinsi. 
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota 
                                                          




Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa 
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah 
dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang 
bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. 
Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan 
dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan 
tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah 
dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota.  
Otonomi daerah dan pembangunan adalah dua istilah yang lebih 
dulu mengisi ruang wacana publik, yang hingga saat ini tampak masih 
relevan untuk didiskusikan baik untuk kepentingan ilmiah maupun 
kebijakan publik. Sebagai bagian dari agenda reformasi konsep ini 
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap akselerasi 
pembangunan khususnya wilayah yang secara potensial memiliki 
sumberdaya yang memadai. Di sisi laini konsep ini secara substansial 
kerap dijadikan core curent para politisi dan partai politik untuk merebut 
hati konstituen dalam pesta demokrasi seperti pemilu.16 
 Terlepas dari hituk pikuk dan beragam cara orang 
mendefinisikannya, pembangunan dan otonomi daerah memang 
                                                          




merupakan agenda yang tidak pernah selesai. Karena itu, otonomi daerah 
akan tetap menjadi sasaran empuk yang sarat ekploitasi. Bisa saja suatu 
rezim didukung lantaran dinilai berhasil mewujudkan cita-cita 
pembangunan dan otonomi daerah. Di sini lain, sebuah rezim akan 
tumbang juga lantaran dinilai salah urus dalam membangun dan 
mewujudkan otonomi daerah.17 
Khusus yang menyangkut otonomi daerah di Indonesia yang 
merupakan implikasi penerapan politik desentralisasi, telah melewati 
beberapa kali ekperimen sejarah kebangsaan, meskipun hingga sekarang 
bangsa ini belum menemukan format yang ideal. Justru akhir-akhir ini 
mengalami anomali yang kian membawa menjauhkan rakyat untuk 
menikmati manfaatnya. Otonomi daerah kalau tidak menjadi perebutan 
daulat Pusat-Daerah, alternatifnya ia menjadi semacam “meja perjudian” 
sindikasi pengusaha-pengusaha atau atau altar tempat “raja-raja kecil” 
menggeruk rante ekonomi (economic rent) untuk kepentingan diri sendiri 
yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.18 
Sementara dalam konteks otonomi daerah yang merupakan 
perwujudan dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta 
mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi. Mafud MD salah satu 
pakar hukum tata negara  menyatakan bahwa desentralisasi merupakan 
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan, 
sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. 
Otonomi adalah adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus 
rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.19 
Secara klasik ada 4 bentuk pokok dari desentralisasi sebagai berikut :  
A. Dekonsentrasi, adalah pengalihan beberapa wewenang atau  
tanggung jawab administrasi di dalam (internal) suatu 
kementrian atau jabatan. Di sini tidak ada transfer 
kewenangan yang nyata. Bawahan menjalankan kewenangan 
atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada 
atasannya. 
B. Delegasi, adalah pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi 
tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi 
pemerintah dan dikontrol secara tidak langsung oleh 
pemerintah pusat. 
C. Devolusi, adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit 
pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan 
kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-
bidang tertentu saja. 
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D. Privatisasi/ debirokratisasi, adalah pelepasan semua tanggung 
jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintah 
atau perusahaan-perusahaan swasta. 
Secara politis devolusi dianggap sebagai desentralisasi politik 
karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Selain 
itu, juga istilah ini disebut democratic decentralization karena terjadinya 
penyerahan wewenang/ kekuasaan kepada lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang dipilih atas dasar pemilihan. 
Hal yang perlu memperoleh penekanan adalah bahwa pada 
prinsipnya dalam devolusi kewenangan/ kekuasaan rakyat daerahlah yang 
paling berkuasa. Turner dan Hume menyatakan: “When authority is 
delegated by devolution, a typical accountability mechanism is local 
elections in which the local population is ultimately the higher 
authority” (otonomi daerah adalah otonominya masyarakat daerah, bukan 
otonominya pemerintah daerah atau otonominya elit-elit lokal semata).20 
Namun, pengalaman pelaksanaan otonomi daerah di negara-
negara lain memunculkan masalah-masalah di bidang ketidakdisiplinan 
fiscal pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah daerah baik ekskutif 
maupun legislatif, tingkat pelayanan publik, biaya terhadap ekonomi 
makro yang yang diakibatkan oleh keinginan peningkatan PAD, 
                                                          




munculnya rasa ketidakadilan, dan ancaman terhadap persatuan dan 
kesatuan nasional. 
Otonomi daerah dan desentralisasi kerap disebut sebagai 
desentralisasi korupsi akibat berpindahnya locus penyelewengan 
kekuasaan dari pusat ke daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditenggarai 
membawa problem tersendiri bagi terjadinya praktek korupsi di berbagai 
daerah. Di berbagai daerah muncul kasus-kasus korupsi yang dilakukan 
oleh penyelenggara negara di daerah. Kasus-kasus tersebut dapat berupa 
penyimpangan administrasi (mal administration), penggelembungan 
anggaran (mark up) oleh ekskutif maupun legislatif, suap, dan money 
politic.  
Selain itu, ternyata tidak semua bentuk desentralisasi sejalan 
dengan proses demokratisasi. Dalam sistem yang non-demokratispun 
desentralisasi tetap bisa jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan 
desentralisasi selain mendekatkan penyedia layanan publik (negara) pada 
konsumen layanan publik itu (masyarakat), juga mendekatkan penindas 
(yakni negara) pada yang ditindas (yakni masyarakat). Konflik negara-
masyarakat di tingkat lokal terasa menguat setelah otonomi daerah 
berjalan.  
Dari sisi tujuan, maka yang harus dipertegas adalah tujuan utama 
dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan 
pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran 




memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil 
manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan 
lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau 
yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di 
lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses 
pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas 
pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam 
mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. 
Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: 
Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan 
perekonomian daerah. 
Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 maka 
jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah menjadi 34 provinsi. 
Provinsi adalah daerah tingkat I, sementara jumlah Kabupaten 411, 
Kabupaten adalah daerah yang secara hierarki sederajat dengan 
Kotamadya. Daerah Tingkat I adalah nama pembagian administratif 
di Indonesia di bawah tingkat nasional. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, 
diganti dengan istilah Provinsi. Di Indonesia ada tiga jenis 
provinsi: provinsi (biasa) Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibu kota.21 
Status otonomi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, 
ada provinsi dengan status otonomi khusus. Provinsi di Indonesia dengan 
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status daerah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, Papua Barat, 
Yogyakarta, terakhir yang ada wacana diberikan status otonomi khusus 
adalah provinsi Bali. Salah satu alasan wacana Provinsi Bali diberikan 
status otonomi khusus, dalam RUU Otsus Bali disebutkan bahwa Provinsi 
Bali menerima keuangan dari sektor pariwisata untuk pemasukan bagi 
devisa negara, mengingat perkembangan kegiatan pariwisatanya mampu 
menjadikan bali sebagai destinasi yang menghasilkan income lebih 32 
triliun pertahun atau sekitar 30 % devisa negara. Jumlah tersebut tentu 
saja sangat penting dalam upaya mengakselerasikan perekonomian 
nasional. Selama ini diskusi tentang masalah pengelolaan keuangan bagi 
sebagian pihak merasa tidak memenuhi rasa keadilan, karena Bali hanya 
memperoleh sumber pendapatan dari pajak, retribusi, bagi hasil pajak, 
dana alokasi umum, atau bantuan lain, dan Bali belum memperoleh dana 
bagi hasil income nasional kegiatan pariwisata di Bali.  
Faktanya pemberian status otonomi khusus itu memang berbeda 
latar belakang dan karakteristik, Provinsi Aceh misalnya, mendapat status 
otonomi khusus dengan adanya penerapan syariat islam. Propinsi Papua 
dengan Papua Barat diberikan status otonomi khusus selain untuk 
meredam upaya gerakan separatis juga karena alasan pengelolaan 
sumber daya alam.  Pemberian status otonomi khusus ini tidak lain adalah 
untuk mempercepat akselerasi pembangunan dan pemberdayaan sumber 
daya berdasarkan karakteristik masing-masing, terlepas dari adanya 




C. Kewenangan Pemerintah Daerah  
 1.  Pengertian Kewenangan 
              Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule 
and the ruled).22  
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan 
memang  menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk social 
memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu 
komunitasnya,dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan 
ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. 
Definisi wewenang atau kewenangan menurut pendapat para ahli :23 
1. George R.Terri mendefinisikan wewenang merupakan hak jabatan 
yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk 
                                                          
22. Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),  h. 35-
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memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat 
mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.  
2. Mac Iver mendefinisikan wewenang sebagai suatu hak yang 
didasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi untuk 
menetapkan kebijakan, merumuskan keputusan, dan 
permasalahan penting dalam masyarakat.  
3. Soerjono Soekanto  mendefinisikan wewenang adalah hak yang 
dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur karena 
adanya kekuasaan.  
Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu 
untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui 
oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara ketika 
menyinggung tentang sumber-sumber kewenangan, maka secara umum 
terdapat 3 ( tiga ) sumber kewenangan yaitu : 
1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau 
lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-
Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.Sebagai contoh : 
Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-
Undang. 
2. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenanangan 
dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan 




delegasi.Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang 
persetujuan calon wakil kepala daerah. 
3. Sumber Mandat yaitu pelempahan kewenangan dan tanggung jawab 
masih dipegang oleh sipemberi mandat.Sebagai contoh : Tanggung 
jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan 
kepada bawahannya. 
Dari ketiga sumber tersebut maka merupakan sumber kewenangan 
yang bersifat formal,sementara dalam aplikasi dalam kehidupan sosial 
terdapat juga kewenanagan informal yang dimiliki oleh seseorang karena 
berbagai sebab seperti : Kharisma, kekayaan, kepintaran, ataupun 
kelicikan. 
 2.    Sumber atau cara Memperoleh kewenangan 
          Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegeraan di 
setiap negara hukum yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan 
demikian substansi atas asas setiap penyelenggaraan kenegaraan harus 
memiliki legitimasi, yaitu kewenangan legalitas adalah wewenang, yaitu 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu karena 
adanya amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. .  
Kewenangan (authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang 
diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang 




pemerintah. Memang hal ini tampak agak legalistis formal. Memang 
demikian halnya, hukum dalam bentuk aslinya bersifat membatasi 
kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan 
dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan wewenang (bevoeghoid), ini 
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 
S.F.Marbun menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum hukum publik, atau secara yuridis 
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang 
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu 
dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan 
dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak 
pemerintahanmendapat kekuasaan (rechskracht). Pengertian wewenang 
itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.  
             Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 
digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat 
perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut 
“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 
diberikan oleh uu atau legislatif dari kekuasaan eksekutif secara 
administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang 
tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 
pemerintahan yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai 




            Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Undang-undang 
dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. 
Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh 
Undang-undang, atau dengan kata lain atrubusi merupakan kewenagan 
yang melekat pada suatu jabatan. Dalam atribusi, tanggung jawab dan 
tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan, apabila 
ada gugatan dari pihak tertentu  maka yang bertanggungjawab adalah 
pemegang kewenagan itu, bukan pembentuk Undang-undang dasar dan 
pembuat Undang-undang.  
       Atribusi atau atributie mengandung arti pembagian. Atribusi 
digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain 
yang menjalankan kewenagan itu atas nama dan menurut pendapatnya 
sendiri tanpa ditunjuk menjalankan kewenangan itu. Atribusi kewenangan 
itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat 
suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi 
tidak didahului oleh suatu Pasal untuk diatur lebih lanjut.24 
             Sementara itu delegasi adalah penyerahan wewenang. 
Kewenangan berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ 
pemerintah lain, berdasarkan Undang-undang. Jadi dalam delegasi terjadi 
pelimpahan wewenang, yang artinya bahwa pemberi wewenang tidak lagi 
dapat menggunakan wewenangnya tersebut, kecuali pendelegasian 
tersebut dicabut dengan asas Contaririus actus.  
                                                          





            Cara perolehan kewenangan yang terakhir adalah mandat, mandat 
juga merupakan pelimpahan wewenang, namun dalam mandat baik pihak 
yang diberi maupun pihak yang memberi dapat menggunakan 
kewenangan tersebut.  
            Untuk delegasi dan mandat, pada dasarnya merupakan perolehan 
kewenangan melalui pelimpahan kewenangan ,namun masing-masing 
tetap memiliki karakteristik yang membedakan, di antaranya :  
a. Delegasi 
1. Pendelegasian diberikan biasanya antar organ pemerintah satu 
dengan organ pemerintah yang lain, dan biasanya pihak pemberi 
wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang 
diberikan wewenang 
2. Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan 
3. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang 
dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang 
diserahi wewenang 
4. Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang mengenai penggunaan 
wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan 
mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.  
5. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak 






1. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara 
atasan dan bawahan  
2. Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan 
dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas 
nama yang memberikan mandat.  
3. Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana 
mandat telah berakhir  
4. Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang dan berhak meminta penjelasan 
mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. 
5. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan 
tetap berada pada pihak yang memberi mandat. 
             Dalam struktur organisasi lembaga negara, umumnya yang terjadi 
adalah pelimpahan wewenang. Lembaga negara dibentuk berdasarkan 
konstitusi (UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam bentuk aturan 
pelaksanaan yakni Undang-undang. Berdasarkan atribusi, pimpinan suatu 
lembaga negara memiliki wewenang. Kewenangan ini tidak dapat 
dilaksanakan oleh pimpinan lembaga negara tersebut karenanya 
kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis dilapangan, pimpinan 
lembaga tersebut dapat melimpahkan wewenangnya.  
              Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari 




melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. 
Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran 
tugas dan alur ketertiban komunikasi yang bertanggung jawab, dan 
sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahakan 
kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan.  
3 . Kewenangan Pemerintahan Daerah  
 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945. Menyinggung masalah kewenagan 
pemerintahan daerah maka dasar hukum dalam pelaksanaan 
pemerintahan daerah aturan pelaksanaannya diamanatkan dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Pasal 57 :25  
 “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh 
Perangkat Daerah. 
  Penyelengaraan Pemerintahan Daerah tersebut kemudian harus 
bersandar pada Asas Penyelengaraan PemerintahanPasal 58 : 
 “Penyelenggaran pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah 
                                                          




berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang terdiri atas” : 
 
a. Kepastian hukum 
b. Tertib penyelenggara negara 






i. Efektivitas; dan 
j. keadilan 
    Pemerintah daerah dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan 
daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan 
secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan 
pemerintahan. 
 Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana 




dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada 
daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan selaraskan dengan pembagian 
kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Sumua sumber keuangan 
yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 
daerah menjadi sumber keuangan daerah. 
 Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang 
antara lain berupa, Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintahan 
sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, Kewenangan 
memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak 
untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber pendapatkan lain yang 
sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, 
Dalam hal ini pada dasarnya pemerintah mengikuti fungsi. Untuk konteks 
pemerintahan Kota Makassar maka dalam urusan teknis pelaksanaan 
pemerintahan membutuhkan berbagai regulasi yang di atur dalam 
Peraturan Walikota (Perwali) sebagai bagian pelaksanaan Pemerintahan 
di Daerah. Dalam hal pengaturan masalah penentuan angkutan darat 
diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013. 
D. Tinjauan umum penentuan tarif angkutan darat  
Transportasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan 




bentuk pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat 
lainnya dengan menggunakan moda transportasi (kendaraan bermotor) 
yang digerakkan oleh manusia dengan didukung suatu infrastruktur jalan 
(jalan raya, ataupun rel). Pergerakan ini ditujukan untuk mempermudah 
manusia melakukan aktivitas sehari-hari untuk memperoleh biaya 
kehidupannya. 
Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah antara pusat 
kota dengan wilayah daerah pinggiran kota. Infrastruktur transportasi 
mencakup transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara 
didalam program pembangunan di Kota Makassar. Pada umumnya 
infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi 
pembangunan di Kota Makassar dan di sisi lain sebagai tujuan untuk 
mendukung perwujudan masyarakat dalam lalu lintas perekonomian 
barang, jasa, dan manusia.  
 Pembangunan transportasi diharapkan dapat menunjang 
kesejahteraan masyarakat yang disediakan melalui ketersediaan 
infrastruktur transportasi yang akan menjembatani kesenjangan dan 
mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Demikian pula dengan 
adanya pemerataan transportasi secara adil dan merata di dalam wilayah 
Kota Makassar, maka masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan 
pelayanan jasa transportasi secara mudah dan terjangkau. Secara umum 




kondisi, jumlah, kuantitas prasarana dan sarana fisik, teknologi, sumber 
pembiayaan, operasi, dan pemeliharaan. 
 Dalam sejarah perkembangan manusia terhadap perkembangan 
kota dapat kita lihat bahwa manusia selalu berhasrat untuk bepergian dari 
suatu tempat ke tempat lain guna mendapatkan keperluan yang 
dibutuhkan. Dalam hal ini manusia sangat membutuhkan suatu sarana 
transportasi yang disebut moda atau angkutan. 
Secara umum, industri angkutan darat di Indonesia diatur melalui 
beberapa regulasi sebagai berikut :  
1. Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan     
Angkutan Jalan 
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan  
3. Keputusan Menteri (KM) No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang di Jalan  
             Dalam UU No. 14 Tahun 1992 Pasal 2 angkutan darat 
didefinisikan sebagai pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Adapun jaringan 
transportasi jalan dalam Pasal 1 ayat 3 adalah serangkaian simpul 
dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga 
membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. UU No. 14 Tahun 1992, 




untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, 
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan 
modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, 
untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai 
pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan 
biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.26   
Penjelasan di atas merupakan pertimbangan dari sisi yuridis. 
Namun dalam penentuan tarif angkutan darat ada variabel lain yang 
menjadi indikator dalam penentuan tarif angkutan darat. Tidak mengarah 
kepada persoalan kewenangan lembaga, akan tetapi yang menjadi acuan 
bagi lembaga yang berwenang dalam menentukan tarif angkutan darat. 
Konsep Biaya Transportasi merupakan faktor yang sangat menentukan 
dalam kegitan transportasi dalam penetapan tarif, dan alat kontrol agar 
dalam pengoperasian mencapai tingkat yang seefisien dan seefektif 
mungkin. Ada beberapa variabel di luar dari faktor non-hukum kemudian 
yang dijadikan acuan dalam penentuan tarif angkutan darat, salah satunya 
adalah permasalahan biaya (costs). Untuk lebih jelasnya kita paparkan 
variabel-variabel tersebut yang turut menjadi indikator dalam penentuan 
tarif angkutan darat. Beberapa biaya yang termasuk dalam biaya 
transportasi melilputi:27 
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jalan.   
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1. Biaya modal atau biasa dikenal dengan istilah (capital costs), 
yaitu biaya yang digunakan untuk modal awal menjalankan usaha 
transportasi atau untuk investasi serta pembelian peralatan lainnya yang 
digunakan untuk memperlancar kegiatan transportasi. 
2. Biaya Operasional atau dikenal dengan istilah (Operational Costs), 
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengelola transportasi, yang meliputi: 
a. Biaya pemeliharaan jalan raya, bantalan kereta api, alur pelayaran, 
pelabuhan, dermaga, penahan gelombang, dam, menara, rambu dan 
jalan, jalan lain sebagainya. 
b. Biaya Pemeliharaan kendaraan, bus, truk, lokomotif, gerbong, 
pesawat udara, kapal laut dan sebagainya.  
c. Biaya transportasi untuk bahan bakar, oli, tenaga penggerak, gaji 
crew/awak, dan lain sebagainya. 
d. Biaya-biaya traffic terdiri dari biaya advertensi, promosi, penerbitan 
buku tarif, administrasi dan sebagainya. 
e. Biaya umum yang meliputi biaya humas, biaya akuntan dan lain   
sebagainya.  
3. Biaya Tetap (Fixed Cost) dan biaya Variabel (Variabel Cost)  
Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan tetap setiap bulannya, 
sedangkan untuk biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah 




4. Biaya untuk Kendaraan (Automobile Cost)  yaitu jumlah biaya yang 
dikeluarkan untuk mengadakan bahan bakar, oli, dan suku cadang serta 
biaya reparasi moda transportasi.  
5. Biaya Gabungan (Joint Cost)  yaitu biaya yang digunakan untuk 
mengoperasikan alat-alat transportasi yang terdiri dari biaya angkutan 
barang dan biaya penumpang.  
6. Biaya Langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung (Indirect Cost)  
Biaya langsung adalah biaya yang diperhitungkan dalam produksi jasa-
jasa angkutan, misalnya untuk gaji awak pesawat, biaya pendaratan, dan 
biaya bahan bakar. Sedangkan untuk biaya tidak langsung adalah biaya 
yang dikelurkan dalam penerbangan yang terdiri dari biaya harga, 
peralatan reparasi, worshop, akuntansi dan biaya untuk fasilitas yang 
diperuntukkan untuk kantor/umum.  
7. Biaya unit (Unit Cost) dan biaya Rata-Rata (Average Cost)  
Biaya unit adalah biaya yang jumlah total dibagi dengan unit jasa produk 
yang dihasilkan. Sedangkan untuk biaya rata-rata adalah biaya toal yang 
dibagi dengan jumlah produk/jasa yang dihasilkan.  
8. Biaya untuk Pelayanan (Cost of Service), adalah biaya yang digunakan 
untuk penentuan tarif.  
9. Biaya Transportasi adalah faktor yang menentukan dalam transportasi 
untuk penetapan tarif dan alat kontrol agar dalam pengoperasian dapat 





1. Struktur Biaya   
Struktur biaya suatu perusahaan jasa angkutan tergantung dari 
kapasitas angkutan dan kecepatan alat angkutan yang digunakan, serta 
penyesuian terhadap besar arus angkutan yang berlaku, termasuk 
manajemen perusahaan untuk mengatur jalannya penggunaan kapasitas 
angkutan. Jumlah biaya jasa angkutan tergantung dari :  
1. Jarak dalam ton-kilometer  
2. Tingkat penggunaan kapasitas angkutan dalam ukuran waktu  
3. Sifat khusus dari muatan  
2. Penetapan Harga  
Penetapan harga membawa akibat yang menentukan 
pembentukan harga akibat yang menentukan pembentukan harga dari 
segi produsen, maupun konsumen. Ada dua tahap dalam penentapan 
harga, yaitu :pertama, menyangkut waktu produksi dan konsumsi jasa-
jasa angkutan. Kedua, menyangkut tempat atau lokasi dimana alat-alat 
produksi angkutan berhenti dan muatan membutuhkan jasa-jasa 
angkutan. Menghitung Harga Jasa Angkutan Harga jasa angkutan (H) 
ditentukan   oleh faktor :   
1. Berat muatan yang hendak diangkut (B)   
2. Jarak,berapa jauh muatan hendak diangkut (J) 
3.  Kecepatan muatan diangkut (K) 




 Variabel non hukum yang dijelaskan di atas itu kemudian juga 
harus menjadi pertimbangan dalam mengefektifkan penetapan tarif 
angkutan darat. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah yang mana 
termasuk dalam kategori tarif angkutan darat. Tarif angkutan darat 
dibedakan atas tarif angkutan dalam kota dan tarif angkutan antar kota. 
Tarif angkutan dalam kota antara lain adalah tarif bis kota yang beroperasi 
di beberapa kota di Indonesia dan tarif angkutan barang. jika tarif 
angkutan dalam kota sama untuk jarak yang berbeda, maka tarif angkutan 
antarkota berubah mengikuti jarak angkutan tersebut. Untuk wilayah kota 
Makassar salah satu dasar hukum dalam penetapan tarif angkutan darat 
adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 Tentang 
Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam wilayah kota 
Makassar. Hanya saja peraturan Daerah tersebut lebih spesifik banyak 
menyinggung masalah perizinan. Mulai dari Bab 1 Ketentuan dalam pasal 
1 ayat 16 dan 17 tentang izin trayek dan izin operasi angkutan. Bunyi 
pasal: 28  
Pasal 1 Ayat 16 : “Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan 
hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan 
umum angkutan kota pada trayek yang telah ditentukan. 
Pasal 1 Ayat 17 : “Izin Operasi Angkutan adalah izin yang diberikan 
kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan 
kendaraan umum atau mobil barang tidak dalam trayek dalam daerah”. 
                                                          
28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Angkutan Jalan dan Retribusi 




Hal yang sifatnya teknis seperti penentuan tarif angkutan darat 
yang masih harus bergantung pada variabel non hukum dalam 
perhitungannya belum mendapat porsi yang cukup dalam perda tersebut 
untuk dijadikan sebagai sebuah dasar hukum. Khusus untuk masalah 
kenaikan tarif diluar dari aturan bisa dibilang melanggar dari kesepakatan. 
Permasalahan ini tentunya akan berhadapan dengan sanksi 
pemberhentian operasi angkutan tersebut, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
angkutan jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam wilayah kota 
Makassar Pasal 23 :  
“Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan 
pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :  
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan atau 
daerah. 
b. Memperoleh izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah; 
c. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  
Tentu hal ini ke depan perlu mendapat perhatian dari pemerintah 
kota Makassar dalam upaya implementasi peraturan daerah khususnya 
masalah penentuan tarif angkutan darat yang masih banyak menyisakan 









A. Lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan di kota Makassar khususnya pada institusi 
pemerintahan yang memiliki wewenag dalam penentuan tarif angkutan 
darat di kota Makassar. Institusi tersebut mulai dari Dinas Perhubungan 
Kota Makassar, Organda (Oragnisasi Angkutan Darat), termasuk lembaga 
legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD 
Makassar).  
B. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data: 
1. Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan institusi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Data ini akan disesuaikan dengan pokok permasalahan 
yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. 
Buku yang digunakan adalah buku yang ada hubungannya atau 




pembanding yang didapatkan dari supir, penumpang, serta 
masyarakat luas.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan Tanya 
jawab dengan institusi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan kota 
Makassar, wawancara ini guna memperoleh data dan informasi 
yang diperlukan. 
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari dokumen-
dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatit, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, yaitu data tersebut diolah dan dianalisis secara dedukatif yaitu 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meniliti 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
 Secara keseluruhan Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km2 yang 
terdiri dari 14 Kecamatan, 143 Keluruhan, 805 ORW, dan 4.445 ORT. 
Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa 
yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995  perempuan. Sementara itu 
jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 
 1.272.349 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu 
sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 
penduduk laki-laki. 
TABEL 1 
Penyebaran Penduduk Kota Makassar 
(Menurut Kecamatan), Sensus Tahun 2010 
KECAMATAN JUMLAH PERTUMBUHAN 
Ujung Pandang 26.904 2,01 % 
Rappocini 151.091 11,28 % 
Biringkanaya 167.741 12,52 % 
Tamalate 170.878 12,76 % 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2013 
 Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut Kecamatan, 




Kecamatan Tamalate, disusul Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 
Rappocini, dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang. 
TABEL 2 
Kepadatan Penduduk Kota Makassar 
(Menurut Kecamatan), Tahun 2013 
KECAMATAN JUMLAH PERTUMBUHAN 
Tamalanrea 3.241 2,77 % 
Biringkanaya 3.479 2,97 % 
Manggala 4.850 4,14 % 
Ujung Tanah 7.860 6,71 % 
Panakukang 8.292 7,08 % 
Mamajang 26.221 22,40 % 
Mariso 30.701 26,23 % 
Makassar 32.421 27,69 % 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2013 
            Ditinjau dari kepadatan penduduk per Km persegi, Kecamatan 
Makassar yang terpadat, disusul Kecamatan Mariso, Kecamatan 
Mamajang, sedangkan Kecamatan Tamalanrea merupakan Kecamatan 
dengan kepadatan penduduk terendah, kemudian Kecamatan 
Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, dan 
Kecamatan Panakkukang.Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya 
masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan 
daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Biringkanaya, 




 Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh 
kelahiran dan urbanisasi yang cukup besar. Implikasi pertumbuhan 
penduduk yang cukup pesat tersebut tentu saja menimbulkan masalah-
masalah sosial ekonomi di perkotaan.  
 Kota Makassar sebagai salah satu kota dengan kepadatan 
penduduk terbesar di Indonesia dan merupakan kota Metropolitan 
mempunyai prospek yang potensial untuk peningkatan jumlah angkutan 
kota yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi di 
Sulawesi Selatan Khususnya maupun pembangunan nasional pada 
umumnya.   
Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan 
bertambahnya penduduk perkotaan yang tinggi menyebabkan makin 
banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. Hal ini 
memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara 
sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan 
aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa 
angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota yang 
aman dan nyaman. Dari sisi yuridisnya hal ini membutuhkan suatu 
regulasi sebagai bagian dari supporting sistem yang juga ikut mendukung 
perkembangan sarana transportasi mulai dari perizinan sampai pada 




B. Dasar Hukum Penetapan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar   
Jalur transportasi darat merupakan suatu hal yang menjadi sarana 
utama dalam pembangunan suatu daerah. Transportasi darat  dalam 
konteksi ini akan spesifik dibahas terkait masalah penetapan tarif 
angkutan darat. Angkutan darat menjadi salah satu kebutuhan dasar 
masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya bisa disinggung 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bagaimana 
mekanisme hukum dalam mengatur terkait penentuan tarif angkutan darat 
harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Beragam variabel yang 
berpengaruh dalam menetapkan tarif angkutan darat harus 
dipertimbangkan secara matang. Mulai dari kebutuhan dasar seperti harga 
bahan bakar minyak menjadi salah satu variabel paling berpengaruh 
terhadap proses penentuan tarif angkutan darat. Walaupun masih 
terdapat faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan secara teknis untuk 
menentukan tarif angkutan darat, misalnya harga onderdil kendaraan, 
jarak tempuh, lalu lintas yang padat atau macet, dan faktor lain yang juga 
menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif angkutan darat.  
 Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar dan masuk 
kategori metropolitan di Indonesia. Untuk transportasi daratnya sendiri 
berdasarkan data resmi yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan 
terkait dengan berapa jumlah atau kuantitas dan pembagian trayek 
angkutan darat sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan mencapai 




Kemudian pembagian kategori antara tarif yang berlaku secara umum dan 
pelajar juga dibedakan. Dari pengamatan hasil penelitian penulis sendiri 
juga menemukan beragam fakta bahwa Makassar menjadi salah satu kota 
dengan pertumbuhan volume kendaraan yang cukup besar, bahkan di 
prediksi mencapai 15-20 % pertahun sementara peningkatan volume atau 
ruas jalan hanya 2-4 %. Dari fakta tersebut maka wajar saja kalau 
misalnya Makassar diprediksi 2017 juga akan mengikuti jejak Jakarta yang 
mengalami macet total.  
 Untuk wilayah kota Makassar salah satu dasar hukum dalam 
penetapan tarif angkutan darat adalah Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan 
Angkutan Dalam wilayah kota Makassar. Peraturan daerah ini menjadi 
acuan bagi pemerintah kota untuk menentukan perizinan trayek angkutan 
darat di kota Makassar dan angkutan jalan yang bisa beroperasi. Dalam 
Peraturan daerah untuk wilayah kota Makassar salah dalam penetapan 
tarif angkutan darat adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 
Tahun 2002 Tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan 
Dalam wilayah kota Makassar akan tetapi dalam Peraturan Daerah 
tersebut lebih spesifik banyak menyinggung masalah perizinan. Mulai dari 
Bab 1 Ketentuan dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 tentang izin trayek dan izin 
operasi angkutan. Hal yang sifatnya teknis seperti penentuan tarif 
angkutan darat yang masih harus bergantung pada variabel non hukum 




tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah dasar hukum. Khusus untuk 
masalah kenaikan tarif diluar dari aturan bisa dibilang melanggar dari 
kesepakatan. Permasalahan ini tentunya seharusnya berhadapan dengan 
sanksi pemberhentian operasi angkutan tersebut, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
angkutan jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam wilayah kota 
Makassar Pasal 23 : Izin usaha angkutan Dapat dicabut tanpa melalui 
proses peringatan Dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang 
bersangkutan : 
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara 
dan atau daerah  
b. Mempereroleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah  
c. Tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang telah 
ditetapkan  
 
 Dalam penentuan tarif angkutan darat yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 lebih banyak mengatur 
secara teknis lebih menjadi kajian dari Organisasi Angkutan Darat 
(Organda) bersama dengan Dinas Perhubungan dengan memperhatikan 
keberadaan Surat Keputusan 687 Tahun 2002 Keputusan Direktorat 
Jenderal Angkutan Darat. Dalam Surat keputusan tersebut tertuang daftar 
lampiran usulan pembulatan penyesuaian tarif angkutan kota. Untuk lebih 
terperinci di bawah ini penulis melampirkan secara lengkap tabel 
mengenai jumlah angkutan kota di wilayah Makassar sesuai trayek yang 





Jumlah Angkutan Kota di Wilayah Kota Makassar Sesuai Trayek  
Kode Trayek Jalan yang dilalui Jumlah 



















Mks. Mall – BTN Minasa Upa 
 
Psr Butung –Cenderawasih - Trm. 
Malengkeri 
Mks. Mall – Tallo 
 
Mks. Mall – Trm.Regional Daya -   
Perumnas Sudiang 
Mks. Mall – UNM –Perumnas 
Panakukang 
Mks. Mall – Veteran – Trm 
Malengkeri 
Mks. Mall – Ir. Sutami/Toll – Trm. 
Regional Daya 
Mks. Mall – Perumnas Antang 
 
Mks. Mall – STIKI – Borong 
 
Mks. Mall – Pa’baeng 2 – Perumnas 
Panakukkang 
Mks. Mall – BTP 
 
Trm. Malengkeri – Cenderawasih – 
Kampus Unhas 
Tallo – Kampus Unhas 
 
Perumnas Panakukang – UNM – 
Kampus.Unhas 
Trm.Malengkeri – Veteran – Kampus 
Unhas 
Psr. Baru – Ujung Tanah – Kampus 
Unhas 
BTP – Trm. Daya – SMA NEGERI 6 





































Kewenangan Dinas Perhubungan dalam penentuan tarif angkutan 
darat di Kota Makassar merupakan salah satu fungsi dari Dinas 
Perhubungan selaku lembaga pelaksana peraturan atau dengan kata lain 
merupakan representase lembaga eksekutif Pemerintah Kota Makassar 
dalam hal ini mengenai kewenangan dalam penentuan tarif angkutan 
darat. Dari hasil wawancara penulis dengan  Hendro mengenai 
kewenangan Dinas Perhubungan dalam penentuan tarif angkutan darat : 
Dinas Perhubungan memfasilitasi Organda (Organisasi Angkutan 
Darat) untuk rapat dengan Dinas Perhubungan dari Kementerian 
Perhubungan sebelum menetapkan tarif angkutan darat. 
Organisasi Angkutan Darat harus melakukan rapat terlebih 
dahulu, setelah melakukan rapat internal baru kemudian 
Organisasi angkutan darat  melakukan koordinasi dengan Dinas 
perhubungan. Setelah koordinasi baru kemudian Organda dapat 
melakukan rapat dengan Dinas Perhubungan. Di dalam rapat 
Organda mengeluarkan aspirasinya untuk penetapan tarif 
angkutan darat, sedangkan Dinas Perhubungan memberitahu 
atau menghitung berdasarkan Keputusan Menteri.  
 Dari hasil wawancara tersebut dapat dicermati bahwa Dinas 
Perhubungan memiliki hubungan dengan lembaga lain dalam hal ini 
Organda dalam hal penetapan tarif angkutan darat. Masukan atau 
pertimbangan dari Organda merupakan suatu keharusan dalam 
penetapan  tarif angkutan darat. Laporan itu yang kemudian menjadi 
pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dalam penentuan dan 
penetapan tarif angkutan darat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara 
penulis dengan  Hendro penata tk 1 Dishub : 
Dinas Perhubungan setelah melakukan koordinasi dan mendapat 




laporan ke Balaikota dan memberitahukan keputusan hasil rapat, 
setelah itu barulah Dinas Perhubungan membawa laporan ke 
DPRD untuk melakukan persetujuan dan menetapkan tarif 
angkutan darat di Kota Makassar.  
 Dasar hukum pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan 
kebijakan terkait dengan penentuan tarif angkutan darat di kota Makassar 
selain diatur dalam peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2002. Selain itu 
pemerintah kota juga memiliki pertimbangan teknis dengan 
memperhatikan keberadaan Surat Keputusan 687 Tahun 2002 Keputusan 
Direktorat Jenderal Angkutan Darat. Dalam Surat keputusan tersebut 
tertuang daftar lampiran usulan pembulatan penyesuaian tarif angkutan 
Kota berdasarkan rencana penyesuaian fluktuasi harga minyak dunia. 
Sesuai dengan pengamatan penulis mengenai penentuan tarif angkutan 
darat di mana dalam proses penetapannya salah satunya bergantung 
pada variabel fluktuatifnya harga bahan bakar minyak. Kebijakan 
pemerintah pusat dalam penentuan harga bahan bakar minyak yang 
menyesuaikan dengan mekanisme pasar berimplikasi langsung pada 
sektor lain termasuk penentuan tarif angkutan darat di sektor transportasi 
darat. Hal ini umumnya menjadi permasalahan di semua daerah dalam hal 
penentuan penetapan tarif angkutan darat. Fluktuatifnya harga bahan 
bakar minyak membutuhkan suatu formulasi khusus dalam merumuskan 
suatu kebijakan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Untuk lebih 
lengkapnya penulis melampirkan tabel usulan pembulatan penyesuaian 
tarif angkutan darat berdasarkan rencana penyesuaian fluktuasi harga 




Tabel 2  
Daftar Lampiran Usulan Pembulatan Penyesuaian Tarif angkutan 




Perhitungan Pembulatan tarif umum berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat 
Nomor: SK.687/AJ/DRDJ/2002 
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Rp. 5050 s/d Rp 
6000 
Rp.6.050 s/d Rp. 
7000 
Rp. 7050 s/d  Rp. 
8000 
Rp. 8.050 s/d Rp. 
9000. 
U P U P U P U P 
A Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
B Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
C Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
D Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 6000 Rp. 3000 Rp. 6000 Rp. 3000 Rp. 7000 Rp. 4000 
E Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
F Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
G Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 6000 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
H Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 6000 Rp. 3000 Rp. 7000 Rp. 4000 
I Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
J Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
S Rp. 4000 Rp. 3000 Rp. 4500 Rp. 3000 Rp. 5000 Rp. 3000 Rp. 5500 Rp. 4000 
W Rp. 4000  Rp. 4500  Rp. 5000  Rp. 5500  
Kampus 
B1 
Rp. 4000  Rp. 4500  Rp. 5000  Rp. 5500  
Kampus 
C1 
Rp. 4000  Rp. 4500  Rp. 5000  Rp. 5500  
Kampus 
E1 
Rp. 4000  Rp. 4500  Rp. 5000  Rp. 5500  
Kampus 
F1 
Rp. 4000  Rp. 4500  Rp. 5000  Rp. 5500  
 





 Dari tabel di atas dapat dicermati bagaimana Perhitungan 
Pembulatan tarif umum berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat 
Nomor: SK.687/AJ/DRDJ/2002. Salah satu variabel yang ikut menentukan 
tarif angkutan darat di kota Makassar adalah fluktuatifnya harga bahan 
bakar minyak. Dengan keberadaan surat keputusan yang dijadikan 
pijakan dalam penetapan ini bertujuan untuk mengantisipasi penentuan 
tarif angkutan darat jika suatu waktu harga bahan bakar minyak naik atau 
turun. Sebab penentuan tarif angkutan darat yang salah satunya 
dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak sering menimbulkan 
permasalahan. Kenaikan tarif angkutan darat secara sepihak dari para 
sopir angkutan tentunya akan membuat masyarakat yang kebanyakan 
masih menggunakan jasa transportasi umum tidak khawatir. Keberadaan 
regulasi ini dari sisi implementasi adalah tinggal bagaimana penyesuaian 
tarif angkutan jika suatu waktu terdapat perubahan harga bahan bakar 
sehingga dalam penetapannya terdapat aturan yang menjadi payung 
hukum dalam penetapan tarif angkutan darat.  
 Sementara dalam proses penetapan tarif angkutan darat kota 
Makassar dalam penetapannya diplenokan oleh Dprd kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yusuf komisi C Dprd kota 
Makassar mengatakan : 
“Untuk penetapan tarif angkutan darat maka secara teknis dalam 
penentuan tarifnya ditentukan oleh Organisasi angkutan darat dan 
pemerintah kota dalam hal ini dinas perhubungan kota Makassar, 




rekomendasi dari pemerintah kota dalam bentuk surat keputusan, 
jadi kontribusi Dprd hanya pada wilayah penetapan tidak ikut 
membahas secara teknis penetapan tarif angkutan”.   
 Dari hasil wawancara tersebut dapat dicermati bagaimana 
hubungan kemitraan antara lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah 
kota Makassar yang direpresantasikan oleh dinas perhubungan dengan 
lembaga legislatif Dprd kota Makassar dalam penetapan tarif angkutan 
darat kota Makassar.  
C. Efektivitas pelaksanaan penetapan tarif angkutan darat di Kota 
Makassar  
Menyinggung masalah efektivitas pelaksanaan penetapan tarif 
angkutan darat di kota Makassar maka ada beberapa indikator yang perlu 
diperhatikan mulai retribusi angkutan kota atau izin trayek, tanggapan 
terhadap kepuasan masyarakat terkait dengan tarif yang berlaku, sebab 
pada substansinya adalah tarif angkutan darat merupakan salah satu 
bentuk pelayanan publik (public service) bagaimana agar pemerintah kota 
mampu menyediakan tranportasi umum pelayanan angkutan yang aman, 
cepat, murah, dan nyaman bagi masyarakat. Karena sifatnya yang 
massal, maka diperlukan adanya kesamaan diantara para penumpang 
berkenaan dengan asal dan tujuan. 
Khusus mengenai retribusi angkutan kota (izin trayek) merupakan 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 




daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan. Dalam hal ini, 
retribusi yang dibayarkan atas izin yang diberikan Pemerintah Kota 
Makassar untuk beroperasi di jalan-jalan Kota Makassar. Berdasarkan 
keputusan Walikota Makassar No. 03 Tahun 2002 tentang penetapan 
kembali cara pemberian izin dalam Kota Makassar dan keputusan 
Walikota Makassar Nomor 21 tahun 2002. Retribusi izin trayek diatur oleh 
Perda Nomor 14 Tahun 2002 dan bekerja sama dengan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar. 
 Bahwa izin trayek merupakan salah satu upaya pemerintah kota 
Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik dan melindungi 
masyarakat pengguna angkutan kota, untuk mencapai tujuan tersebut, 
kegiatan usaha angkutan kota di jalan dengan kendaraan umum baik 
mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib 
dilengkapi dengan izin trayek. Hasil Retribusi Izin Trayek merupakan salah 
satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 21 Tahun 2002 tentang retribusi atas Penyelenggaran 
Angkutan Jalan telah mendapatkan pembatalan dari Pemerintah, 
sehingga dipandang perlu segera mengganti dengan Peraturan Daerah 





Peran angkutan darat sangat besar dalam menunjang mobilitas 
warga Kota Makassar untuk melakukan aktivitasnya. Kebutuhan angkutan 
kota penduduk didalam wilayah Kota Makassar dilayani oleh angkutan 
kota jenis mobil penumpang (pete-pete). Dalam upaya memberikan 
pelayanan kepada pengguna jasa angkutan kota, saat ini telah 
dioperasikan pelayanan angkutan kota, yang terbagi dalam 17 trayek rute 
dimana pada semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir, 
karena kawasan pusat kota merupakan pusat kegiatan perdagangan dan 
jasa serta perkantoran. Tentu dengan beragam latar belakang profesi dan 
status juga membawa konsekuensi beda tarif antara masyarakat umu 
dengan pelajar. Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa 
warga masyarakat dengan beragam latar belakang terkait dengan tarif 
angkutan darat yang berlaku. Penulis menjumpai beragam tanggapan 
terhadap kenaikan tarif angkutan darat dari beberapa trayek yang 
berbeda.  
Dalam beberapa kesempatan penulis mewawancarai 3 (tiga) 
warga yang biasa menggunakan angkutan darat (pete-pete) dengan jalur 
atau trayek yang berbeda. Narasumber pertama bernama Achsan, pelajar 
di salah satu perguruan tinggi negeri, biasanya menggunakan angkutan 
darat dengan trayek H dengan jalur yang dilalui Makassar. Mall – 
Perumnas Antang :  
“Kenaikan tarif angkutan darat sebenarnya tidak jadi masalah 




bisa mengantisipasi dan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku, 
selain itu harus dibedakan tarif antara pelajar dengan masyarakat 
umum”.  
Narasumber kedua bernama Kartini, warga yang berprofesi 
sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta, biasanya 
menggunakan angkutan darat dengan trayek w dengan jalur yang dilalui 
Bumi Tamalanrea Permai – Terminal Daya – SMA NEGERI 6 Makassar, 
menurut Kartini : 
“Untuk orang yang berprofesi karyawan seperti saya yang biasa 
dikeluhkan itu macet, akibatnya kita biasa terlambat masuk kantor. 
Sebenarnya kenaikan tarif sepanjang masih dalam batas 
kewajaran bisa dimaklumi apalagi dengan kenaikan bahan bakar 
minyak, tapi dengan catatan bahwa para sopir tidak boleh 
langsung menaikkan tarif angkutan secara sepihak sebelum ada 
keputusan dari pemerintah. Selain itu pelayanan harus 
memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang.  
Narasumber ketiga yang penulis wawancarai bernama Akbar, 
alumni salah satu perguruang tinggi negeri, walaupun jarang 
menggunakan angkutan umum tetapi akbar berpendapat :  
“Terkait tarif angkutan darat tentu harus sejalan dengan program 
pemerintah kota Makassar dengan impian Makassar kota dunia 
tentu harus memiliki banyak gebrakan. Tidak hanya 
memperhatikan hal-hal teknis seperti penyesuaian tarif angkutan 
karena kebijakan pemerintah mengakibatkan harga bbm fluktuatif 
karena mengikuti mekanisme pasar akan tetapi harus ada 
penambahan volume jalan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang 
tinggi yang tidak diimbangi dengan volume jalan akan 
menimbulkan persoalan tersendiri, dampaknya para pengusaha 
pelayanan jasa angkuta juga punya alasan untuk menetapkan tarif 
tingi karena jalan macet membuat mobil boros bahan bakar.  
 
 Dari sekian hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan 




banyak variabel. Terlepas dari fluktuatifnya tarif angkutan darat yang 
umumnya juga disebabkan oleh faktor khusus seperti kenaikan bahan 
bakar minyak akan tetapi masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi 
penetapan tarif angkutan, jarak tempuh, jalan yang macet, harga onderdil 
kendaraan yang mahal menjadi faktor penyebab naik turunnya tarif 
angkutan.  
 Penetapan tarif angkutan darat yang naik turun tidak membuat 
animo warga untuk menggunakan angkutan darat. Menjadi turun. Fakta 
empiris menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jalan masih 
menggunakan angkutan umum dalam menjalankan aktivitasnya. Hanya 
saja harapan masyarakat umum untuk membenahi transportasi darat 
supaya lebih efektif dan efisien masih perlu perhatian serius dari 
pemerintah. Dibutuhkan suatu gebrakan dalam mengantisipasi masalah 
yang bisa ditimbulkan terkait dengan penetapan tarif angkutan mulai dari 














1. Landasan yuridis pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan 
kebijakan terkait dengan penentuan tarif angkutan darat di kota 
Makassar selain diatur dalam peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 
2002, dalam Perda tersebut belum mengatur mengenai sanksi 
terhadap pengusaha jasa angkutan terhadap pelanggaran dalam 
penetapan kenaikan tarif angkutan darat secara sepihak. 
Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan teknis 
dengan memperhatikan keberadaan Surat Keputusan 687 Tahun 
2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat. Dalam Surat 
keputusan tersebut tertuang daftar lampiran usulan pembulatan 
penyesuaian tarif angkutan Kota berdasarkan rencana penyesuaian 
fluktuasi harga minyak dunia. 
2. Efektivitas pelaksanaan penetapan tarif angkutan darat di Kota 
Makassar juga mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar dari 
variabel hukum seperti keseimbangan antara pertumbuhan jumlah 
kendaraan dengan volume jalan, selain itu hal yang prinsipil 








1. Diharapkan agar pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan 
pelayanan publik khususnya di bidang transportasi darat masih 
membutuhkan revisi terhadap peraturan daerah khususnya 
mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam penetapan tarif 
angkutan darat harus sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku serta pemerintah kota diharapkan mampu mendukung 
pembenahan jalur transportasi darat yang juga mengatur hal-hal 
yang sifatnya teknis.  
2. Diharapkan pemerintah mampu membenahi masalah mendasar 
seperti penyediaan jalur alternatif untuk kelancaran transportasi 
darat dan menyediakan transportasi massal yang yang aman, cepat, 
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